BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya yaitu :

1. Fenomena CFW dapat dikategorikan ke dalam objek HKI yaitu merek
kolektif dengan melihat bahwa fenomena CFW melibatkan banyak
pihak. Selain itu, juga terdapat objek dan subjek dari HKI itu sendiri.
Yang dapat dijadikan subjek hukum dalam pendaftaran merek kolektif
atas fenomena CFW yaitu badan usaha yang dinaungi oleh Yayasan
serta objek yang dapat diidentifikasi adalah tanda atau simbol yang akan
dibuat serta ditentukan oleh orang-orang yang ingin terlibat dalam CFW
dalam hal mengajukan permohonan pendaftaran merek kolektif. Oleh
karena itu maka terdapat instrumen hukum yaitu merek kolektif yang
merupakan merek yang dapat dimiliki bersama.

2. Terdapat pelindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap
produk hukum berupa barang dan/atau jasa yang nantinya dihasilkan
melalui fenomena CFW. Pelindungan tersebut diberikan dalam bentuk
preventif dan represif. Pelindungan hukum dalam bentuk preventif
berupa pengawasan pemakaian merek, pelindungan terhadap hak
eksklusif pemegang hak atas merek dan anjuran-anjuran kepada pemilik
merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.
Pelindungan dalam bentuk represif berupa pemilik merek terdaftar
mendapat pelindungan atas pelanggaran hak atas merek yang
dimilikinya baik dalam gugatan ganti rugi dan gugatan pembatalan
pendaftaran merek maupun tuntutan hukum pidana melalui aparat
penegak hukum.

5.2 Saran

Melalui fenomena CFW yang terjadi sebetulnya terdapat objek HKI yang

dapat digunakan sebagai kepemilikan merek bersama yaitu merek kolektif.

Ketiga pihak yang mendaftarkan fenomena CFW vyaitu PT Tiger Wong
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Entertainment, Indigo Aditya Nugroho serta Daniel Handoko atau jika
nantinya terdapat pihak lain yang ingin mendaftarkan fenomena CFW
sebagai merek dapat secara bersama-sama dengan para remaja yang
mengisiasi fenomena CFW untuk mendaftarkan merek kolektif sebagai
kepemilikan merek bersama. Sebelum mengajukan permohonan
pendaftaran merek kolektif, mereka dapat terlebih dahulu mengajukan
permohonan pendaftaran Yayasan. Karena dibutuhkan subjek hukum dalam
melakukan permohonan pendaftaran merek, maka subjek hukum yang dapat
digunakan yaitu badan usaha yang dinaungi oleh Yayasan, Yayasan bersifat
nirlaba maka dibentuk badan usaha yang bergerak untuk mencari
keuntungan. Sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan bersama-

sama dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak.
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